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BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI

NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas
dan fungsi serta kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi

Rawas, perlu penyesesuaian hak keuangan dan

administratif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten
Musi Rawas,

b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas

Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan

Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 47 Tahun

2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3

Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Musi Rawas, telah diatur mengenai

pemberian hak keuangan dan administratif kepada

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Musi Rawas, tidak lagi sesuai

dengan kondisi saat ini,



Mengingat 11.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan

Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Perubahan Kelima

Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 50 Tahun

2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3

Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Musi Rawas.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1821):

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286),
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438):

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

2.

3.

4.

5.

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
InAnnaoin Namar KA7O1:



6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057),
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322):
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

1067),
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781):
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 Nomor 3),
11.Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2020 tentang

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2017

tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2020 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN
2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMNISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 50

Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan

Adminsistratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas

(Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017

Nomor 50), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun

2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan

Bupati Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Adminsistratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi

Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun

2017 Nomor 50) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

l. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Pemerintah Kabupaten menyiapkan rumah

Negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan
dan Anggota DPRD sesuai ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan,

(2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum

dapat menyediakan rumah Negara dan

perlengkapannya bagi Anggota DPRD dapat
diberikan tunjangan perumahan setiap
bulan sebesar Rp.22.000.000, (Dua Puluh

Dua Juta Rupiah) sesuai Peraturan

Perundang- Undangan.



Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Anggota DPRD mendapatkan tunjangan
transportasi sesuai ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan,
(2) Tunjangan Transportasi dibayarkan setiap

bulan kepada Anggota DPRD sebesar Rp.
19.500.000: (Sembilan Belas Juta Lima Ratus
Ribu Rupiah).

Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan satu

pasal yakni, Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai
berikut :

3

Pasal 10 A

Hak keuangan dan administrasi Pimpinan dan

Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 dan Pasal 9 diberikan terhitung sejak
bulan Januari 2021 sesuai ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.



 

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal (b Tebruan 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENMUSI RAWAS

“

———-———
PRISKODESI

Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan agar setiap orang mengetahuinya
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 18 Tebruan 2021

BUPATI M8SI RAWAS

HENDRA GUNAWAN

Ang

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021 NOMOR 3

PARA? KOORDINASI

KABAG EL. ha"
.


